SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN FEMINISME KEMISKINAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PONOROGO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan
dan perluasan penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Ponorogo, yang berupa Pemberian Bantuan
Keuangan Desa dalam rangka Penanggulangan
Feminisme Kemiskinan Daerah agar dapat bersinergi
dengan kegiatan Penanggulangan Feminisme Kemiskinan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Program Jalan Lain
Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) perlu
disusun suatu pedoman pelaksanannya;

bahwa  berdasarkan  perrtimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Keuangan Desa Dalam Rangka Penanggulangan
Feminisme Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
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10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran
Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2015 Nomor 13);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2016 Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 66 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pelaksanaan,
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN FEMINISME
KEMISKINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Keuangan Desa dalam rangka Penanggulangan Feminisme
Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka
acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Ponorogo, Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan program
Penanggulangan Feminisme Kemiskinan Tahun 2016.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 01 November 2016

BUPATI PONOROGO,
ttd

Diundangkan di Ponorogo H. IPONG MUCHLISSONI



pada tanggal 01 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd
AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

E

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016
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BUPATI PONOROGO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan
dan perluasan penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Ponorogo, yang berupa Pemberian Bantuan
Keuangan Desa dalam rangka Penanggulangan
Feminisme Kemiskinan Daerah agar dapat bersinergi
dengan kegiatan Penanggulangan Feminisme Kemiskinan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Program Jalan Lain
Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) perlu
disusun suatu pedoman pelaksanannya,

bahwa  berdasarkan  perrtimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Keuangan Desa Dalam Rangka Penanggulangan
Feminisme Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
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10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran
Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2015 Nomor 13);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2016 Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 66 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pelaksanaan,
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
65);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA

'DALAM RANGKA PENANGGULANGAN FEMINISME
KEMISKINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Keuangan Desa dalam rangka Penanggulangan Feminisme
Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka
acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Ponorogo, Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan program
Penanggulangan Feminisme Kemiskinan Tahun 2016.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 01 November 2016

BUPATI PONOROGO,
ttd

Diundangkan di Ponorogo H. IPONG MUCHLISSONI



pada tanggal 01 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, +

<+«

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016




